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Peran Audit Operasional dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan 
Dana Siap Pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Buton Utara 
 
Audit Role in Improving Operational Effectiveness of Ready for Use Fund 
Management of  Regional Disaster Management Agency North Buton 
 
 
Arif Setiawan Kasri 
Muhammad Ishak Amsari 
Muallimin 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit operasional dalam 
meningkatkan efektivitas pengelolaan dana siap pakai pada Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi 
Tenggara. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang 
diberikan kepada auditor bidang instansi pemerintah pusat Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan staf Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara. Kuesioner yang 
disebar sebanyak 60, namun yang dapat digunakan untuk pengolahan data 
sebanyak 60. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi linear dan 
menggunakan SPSS Ver.22. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa peran 
audit operasional dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana siap pakai 
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara dapat 
diterima. 
 
Kata kunci: Audit operasional, efektivitas, dana siap pakai, pengendalian 
internal. 
 
This study aimed to analyze the operational audit role in improving the 
effectiveness of the management of the funds ready for use at the Regional 
Disaster Management Agency of North Buton in Southeast Sulawesi province. 
The data collection is done by using a questionnaire given to the central 
government agency field auditor Financial and Development Supervisory Agency 
of Southeast Sulawesi province and the staff of the Regional Disaster 
Management Agency North Buton. Questionnaires were distributed as many as 
60, but which can be used for data processing as many as 60. The data were 
processed using linear regression analysis and using SPSS Ver.22. Conclusion 
The study shows that the role of the operational audit in improving the 
effectiveness of the management of the funds ready at the Regional Disaster 
Management Agency of North Buton acceptable. 
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1.1 Latar Belakang 
Saat ini audit operasional, semakin diperlukan dalam suatu perusahaan. 
Audit operasional membantu manajemen, terutama pimpinan, dalam 
mengendalikan kegiatan perusahaan. Audit merupakan suatu pengumpulan dan 
evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat 
kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus 
dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Audit terdiri dari beberapa 
macam seperti audit keuangan, audit ketaatan dan audit operasional. Audit 
operasional secara umum merupakan audit yang dilaksanakan untuk menilai 
efisiensi dan efektivitas kegiatan suatu organisasi dalam prosesnya untuk 
mencapai suatu tujuan organisasi tersebut. Efisiensi digunakan untuk menilai 
apakah pemakaian sumber daya suatu organisasi yang digunakan telah 
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas 
digunakan untuk menilai seberapa baik kebijakan - kebijakan organisasi tersebut 
dalam mencapai tujuan. Dengan diterapkannya audit operasional maka auditor 
dapat melihat sejauh mana tujuan organisasi telah tercapai dan apakah kegiatan 
operasi perusahaan telah dilakukan secara efektif dan efisien.  
Menurut Mulyadi (2002:32) “audit operasional merupakan review secara 
sistematik kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya 
dengan tujuan tertentu”. Audit Operasional atau Audit Manajamen biasa juga 
disebut Audit Kinerja adalah audit yang dilaksanakan untuk menilai efisiensi dan 
efektivitas kegiatan suatu organisasi dalam prosesnya untuk mencapai tujuan 





sumber daya suatu organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan, sedangkan efektivitas digunakan untuk menilai seberapa baik 
kebijakan-kebijakan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Efisiensi dan 
efektivitas merupakan dua hal yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya, 
bisa saja suatu kebijakan organisasi itu sangat efisien akan tetapi tidak efektif 
begitupun sebaliknya (Syarifuddin, 2008). 
Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktifitas kerja suatu 
perusahaan, dibutuhkan kehadiran atau keberadaan suatu kelompok manajemen 
puncak yang memiliki ketangguhan dalam menentukan tujuan filsafat, strategi 
akbar dan budaya organisasi yang penting. Disamping itu masih diperlukan 
manajemen oprasional yang tangguh dan handal karena pada analisa terakhir, 
semua hal yang telah disinggung diatas bermuara pada dan diuji operasionalnya. 
Strategi akbar dan strategi induk harus dirinci menjadi strategi dasar sebagai 
pedoman dan pegangan dalam menyelenggarakan semua jenis dan bentuk 
kegiatan operasional. Dengan kata lain, apakah perusahaan dikelola dengan 
efisien atau tidak, dan apakah perusahaan mampu menampilkan produktifitas 
kerja yang tinggi atau tidak akan terlihat dalam penyelengaraan seluruh aktivitas 
yang sifatnya operasional (Siagian,1996:215). 
Seiring dengan perkembangan jaman, dalam Instansi Pemerintah baik itu 
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah, juga harus meningkatkan kinerja 
manajemen operasionalnya. Dalam pencapaian tujuannya, tidak beda jauh 
dengan perusahaan, Instnasi Pemerintah pun perlu memperlihatkan kegiatan 
operasionanya guna mempertanggungjawabkan atas segala kegiatan yang 
sifatnya operasional. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian 
tujuannya berjalan dengan baik. Dalam hal ini jika sebuah instansi pemerintah 
manajemen operasionalnya baik, maka akan baik pula dalam pemberian 





Melihat begitu pentingnya penyelenggaraan aktivitas yang sifatnya 
operasional, maka diperlukan instrumen yang mampu memberikan penilaian dan 
jaminan akan efektifnya suatu kegiatan operasional, yaitu “Audit Operasional”. 
Audit Operasional dimaksudkan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, 
aktivitas yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan tujuan 
memberikan rekomendasi agar pengelolaan kegiatan, aktivitas, dan program 
yang dilaksanakan secara ekonomis efisien dan efektif (BPKP,1993:5). 
Sadar akan posisi sebagai “negara bencana”, maka pemerintah 
membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai 
perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menanggulangi bencana, BNPB pun 
dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008. Pembentukan 
BNPB merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 10 
ayat (2) dari Undang - Undang yang sama menyatakan bahwa lembaga ini 
merupakan lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri. 
Bencana alam yang hampir setiap musim melanda Indonesia adalah 
banjir. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat 
adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana banjir sangat 
dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya 
pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia berperan penting seperti 
penggunaan lahan yang tidak tepat (permukiman di daerah bantaran sungai, di 
daerah resapan, penggundulan hutan), pembuangan sampah ke dalam sungai, 
pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir sehingga dibentuk Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).  
Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan 





saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi 
secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan 
pendekatan tanggap darurat (emergency response) (Depkominfo, 2007: 12).  
Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan 
penanggulangan bencana meliputi fokus rekontruksi dan rehabilitasi dari 
pascabencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang 
terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera 
diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan 
kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan 
bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai 
dalam rekontruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban 
bencana. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana 
diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah 
menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan dalam penanggulangan 
bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, 
saat tanggap darurat dan pascabencana. 
Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
(Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata 
Kerja BPBD yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 





Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan 
Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2008 tentang 
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah. 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 
mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya 
penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana.  
Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan 
berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Pengembangan sistem 
penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara 
nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan 
mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan 
bencana didaerah. 
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata kerja BNPB, 
Inspektorat Utama BNPB mempunyai tugas melaksanakan pengawasan 
fungsional di lingkungan BNPB.  Pada tahun 2016, Inspektorat Utama BNPB 
merencanakan untuk melaksanakan audit terhadap pengelolaan dana 
penanggulangan bencana. Hal tersebut telah dimantapkan melalui persetujuan 
penganggaran dengan cakupan 30 (tiga puluh) Provinsi yang meliputi 53 (lima 
puluh tiga) satker/BPBD dalam provinsi tersebut. 
Pengawasan terhadap dana penanggulangan bencana tersebut 
merupakan bagian dari proses pengendalian dan akuntabilitas kinerja BNPB 
selaku badan yang diberikan wewenang untuk mengkoordinasikan kegiatan 
penanggulangan bencana di Indonesia. Pelaksanaan audit atas pengelolaan 
dana penanggulangan bencana telah menjadi rencana kerjatahun 2016 
Inspektorat Utama BNPB. Sasaran audit diharapkan mampu mencapai target 53 





Kondisi ini tidak sejalan dengan ketersediaan SDM di Inspektorat Utama 
BNPB untuk melakukan audit pengelolaan dana penanggulangan bencana yang 
membutuhkan lebih kurang 242 personil. Untuk menutupi kebutuhan SDM 
auditor, Inspektorat melakukan kerja sama operasional audit dengan Instansi 
Pengawasan, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
c.q. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK. 
BPKP adalah sebuah lembaga Pemerintahan non Departemen yang 
bertanggungjawab langsung kepada Presiden. BPKP mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta 
penyelenggaraan akuntabilitas didaerah sesuai dengan peraturan undang-
undang yang berlaku. BPKP diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk 
melaksanankan Audit Operasional terhadap Instansi Pemerintah baik pusat 
maupun daerah dan kemudian melaporkannya kepada pemerintah. 
BPBD Kabupaten Buton Utara sebelum dilaksanakan audit operasional 
terdapat temuan penggunaan dana bencana berupa pembelian bahan bakar 
minyak yang tidak mempunyai bukti atau nota pembelian dikarenakan pembelian 
bahan bakar minyak tersebut di pedagang eceran, hal tersebut dijadikan temuan 
pada audit laporan keuangan yang telah dilaksanakan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2014 
(www.kendari.bpk.go.id). BPBD Kabupaten Buton Utara tahun anggaran 2015 
menerima dana penanggulangan bencana berupa dana siap pakai dan dana 
penguatan kelembagaan dan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan 
kerja sama audit atau joint audit dengan BNPB untuk melaksanakan audit 
operasional untuk tahun anggaran 2015. Audit operasional pada BPBD 
Kabupaten Buton Utara ini merupakan yang pertama, sangat baik untuk 





Dari kondisi yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk 
mengetahui lebih jelas mengenai aktivitas audit operasional terhadap dana 
penanggulangan bencana atas dana siap pakai. “Peran Audit Operasional 
dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Siap Pakai pada Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara Provinsi 
Sulawesi Tenggara”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, peneliti mencoba mengidentifikasi 
masalah yang menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana peran audit 
operasional dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana siap pakai? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui peran audit 
operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan dana siap 
pakai. 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik 
secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak terkait. Diantara 
kegunaan tersebut antara lain 
1. Kegunaan Teoretis 
Penelitian ini dapat menjadi sebuah sarana untuk melihat pelaksanaan 
audit operasional dana penanggulangan bencana atas dana siap pakai. 
2. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 
organisasi yang melaksanakan audit operasional khususnya Badan 





dalam audit operasional penanggulangan bencana atas dana siap pakai 
pada BPBD Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi tambahan informasi dalam hal audit operasional instansi 
pemerintah daerah dan menjadi salah satu referensi bagi penelitian 
selanjutnya, khususnya di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Hasanuddin. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Skripsi ini direncanakan akan terdiri dari lima bab, dimana tiap-tiap bab 
akan berisi pembahasan sebagai berikut. 
BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini mengemukakan teori-teori yang 
mendukung penelitian, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan 
prosedur tentang audit operasional, serta teori yang menyangkut audit 
operasional. 
BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, 
metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis 
data, serta tahap-tahap penelitian. 
BAB IV HASIL PENELITIAN, Bab ini akan menjelaskan tentang penerapan 
prosedur audit operasional objek penelitian secara deskripsi yang 
meliputi penerapan prosedur audit operasional berdasarkan pedoman 
audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP). 
BAB V PENUTUP, Bab ini akan disajikan kesimpulan serta saran terkait 






2.1 Pengertian Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional 
Prosedur adalah rangkaian metode yang telah mejadi pola tetap dalam 
melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan 
(Wursanto.1991:20). Menurut Mulyadi (2001:5) prosedur adalah suatu urutan 
kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen 
atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 
perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 
Sedangkan menurut Moekijat (1989:194), ciri-ciri prosedur meliputi: 
1. Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi 
tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan. 
2. Suatu prosedur harus memiliki stabilaitas, akan tetapi masih memiliki 
fleksibilitas. Stabilitas adalah ketentuan arah tertentu dengan perubahan yang 
dilakukan hanya apabila terjadi perubahan-perubahan penting dalam fakta-
fakta yang mempengaruhi pelaksanaan prosedur. Sedangkan fleksibilitas 
digunakan untuk mengatasi suatu keadaan darurat dan penyesuaian kepada 
suatu kondisi tertentu. 
3. Prosedur harus mengikuti jaman.  
Dari beberapa pengertian di atas maka dapat di simpulkan bahwa 
prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang telah menjadi pola tetap dalam 
melaksanakan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu 
departemen atau lebih yang didasarkan pada fakta-fakta dan tidak ketinggalan 





sistemetis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai 
pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan 
untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataanpernyataan tersebut 
dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasilnya kepada yang 
pemakai yang berkepentingan. 
Pengertian auditing yang dikemukakan oleh Arens, Elder, dan Beasley dalam 
bukunya adalah sebagai berikut.  
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 
information to determine and report on the degree of correspondence 
between the information and established criteria. Auditing should be done 
by a competent, independent person”.(2010: 4)  
Secara umum pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit adalah 
proses sistematis yang dilakukan oleh orang berkompeten dan independen 
dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang bertujuan 
memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 
Menurut Arens dan Loebbecke (2003:408), Auditing sebagai proses 
pengumpulan dan evaluasi bukti informasi yang dapat diukur pada suatu entitas 
ekonomi yang membuat kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan 
melaporkan informasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 
 Audit operasional adalah pemeriksaan yang sistemetis terhadap 
kegiatan, program organisasi dan seluruh atau sebagian dari aktivitas dengan 
tujuan menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana digunakan secara 
ekonomis dan efisien dan apakah tujuan program, kegiatan, aktivitas, yang telah 
direncanakan dapat dicapai dengan tidak bertetangan dengan peraturan, 
ketentuan dan undang-undang yang berlaku (BPKP,1993:2). Sedangkan 
menurut Mulyadi (2002:32), Audit Operasional merupakan review secara 
sistemetik kegiatan organisasi atau bagian dari padanya dalam hubungannya 





Dari beberapa pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
Prosedur Pelaksanaan Operasional adalah suatu tahapan atau urutan kegiatan 
yang telah menjadi pola tetap dalam melaksanakan pemeriksaan dan review 
yang sistemetis terhadap kegiatan organisasi atau bagian dari padanya dengan 
tujuan menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana digunakan secara 
ekonomis, efisien, dan efektif. 
2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Operasional 
Audit oprasional dimaksudkan terutama untuk mengidentifikasi kegiatan, 
program, aktivitas yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan 
tujuan memberikan rekomendasi agar pengelolaan kegiatan, program, aktivitas 
dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif (BPKP,1993:5). Menurut 
Mulyadi (2002:32), tujuan Audit Operasional diarahkan pada 3 sasaran, yaitu : 
a. Mengevaluasi kinarja 
b. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan 
c. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. 
Ruang lingkup Audit operasional meliputi seluruh aspek kegiatan 
manajemen. Ruang lingkup tersebut dapat mencakup seluruh kegiatan/program 
atau hanya mencakup bagian/element/dimensi tertentu dari suatu kegiatan atau 
program (BPKP,1993:7). Sasaran Audit Operasonal adalah kegiatan, aktivitas, 
program atau bidang bidang organisasi yang diketahui dan diidentifikasi 
memerlukan perbaikan/peningkatan dalam segi kehematan, efesiensi dan 
efektivitasnya. 
Sasaran pemeriksaan tersebut harus selalu mempunyai 3 unsur pokok yaitu: 
a. Kriteria. 







Penyebab dari suatu tindakan, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan kriteria. 
c. Akibat 
Akibat dari satu tindakan, atau kegiatan yang menyimpang dari kriteria yang 
dapat diukur/dinilai dengan uang atau akan menyebabkan tidak dicapainya 
sasaran dan tujuan yang seharusnya dicapai (BPKP,1993:7). 
 
2.3 Perencanaan dan Program Audit 
Untuk setiap audit, terutama untuk audit operasional (performance audit), 
auditor harus mengorganisir kegiatannya sehingga auditor dapat 
melaksanakannya secara efisien, ekonomis dan efektif. Perencanaan dan 
Program audit adalah perecanaan yang memadai untuk mengumpulkan 
informasi dan bukti-bukti atas sasaran pemeriksaan selama pelaksanaan tiap-
tiap tahap fungsi audit (persiapan pemeriksaan, pengujian pengendalian 
manajemen sampai dengan pemeriksaan lanjutan) dengan prosedur yang telah 
ditetapkan untuk mencapai tujuan pemeriksaan. 
Oleh karena itu auditor harus menetapkan dengan layak/cukup hal-hal sebagai 
berikut : 
1. Tipe/kwalitas dan jumlah petugas yang diperlukan untuk melaksanakan 
pekerjaan. 
2. Informasi apa yang harus dikumpulkan, bagaimana memperolehnya, dan 
bagaimana mengevaluasi informasi tersebut agar dapat ditentukan sasaran 
pemeriksaannya. 
3. Bukti apa dan berapa banyak yang harus diperoleh kesimpulan yang layak 
atas sasaran pemeriksaan 
4. Hasil apa yang diharapkan dalam rangka pembuatan laporan untuk 





Untuk mendukung hal-hal di atas auditor harus menyusun program audit. 
Program Audit adalah rencana langkah kerja yang harus dilakukan selama 
pemeriksaan, yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 
serta informasi yang ada tentang kegiatan atau program yang diperiksa. Program 
audit merupakan alat pengendali setiap kegiatan audit dan tidak boleh menjadi 
Check list yang kaku dari langkah-langkah kerja sehingga mematikan inisiatif 
auditor dalam pelaksanaan tugasnya. 
Penyusunan program audit dimaksudkan agar pelaksanaan tugas audit 
dapat mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan dengan penggunaan sumber 
daya yang seminimal mungkin, yang meliputi tenaga, biaya dan waktu yang 
dipergunakan. Disamping itu program audit agar didapat landasan dalam 
pembagian tugas audit diantara anggota tim audit. Semua rencana audit tidak 
ada yang tertinggal dan semua angggota tim audit memperoleh tugas yang jelas, 
sehingga akan membantu pengawas audit dalam mengikuti perkembangan 
kemajuan audit dan pelaksanaan tugas audit tiap anggota tim (BPKP,1992:5). 
Audit operasional umumnya mencakup pada evaluasi dari kelayakan dan 
keefektitifan pengendalian yang direncanakan untuk melaksanakan tujuan 
manajemen untuk organisasi atau fungsi di bawah pemeriksaan. Sehingga untuk 
mempermudah setiap evaluasi, program audit operasional harus mencakup 
konsep kunci yaitu tujuan dan pengendalian manajemen. 
2.4 Pedoman Audit Operasional 
Pedoman audit operasional instansi pemerintah yang digunakan 
merupakan Keputusan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi 
Pemerintah Bidang Polhukam PMK Nomor: Kep-/D2/03/2016 Tanggal Juli 2016 
yang berjudul Pedoman Manajerial Audit Operasional Atas Pengelolaan dana 





Audit atas kegiatan pengelolaan dana penanggulangan bencana 
bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana 
penanggulangan bencana telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian intern 
yang memadai, menilai ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, menilai keekonomisan, efisiensi dan efektivitas, serta 
keberhasilankegiatan sekaligus menjaring permasalahan dalam pelaksanaannya 
untuk diberikan rekomendasi perbaikan terhadap tata kelola keuangan maupun 
kegiatannya. Untuk keseragaman persepsi pada seluruh tim audit dalam rangka 
pencapaian tujuan audit dimaksud, ditetapkan pokok-pokok yang harus 
dikendalikan, pihak yang terlibat, formulir yang digunakan,serta mekanisme 
pengendaliannya. 
Pokok-pokok yang dikendalikan dalam pelaksanaan audit operasional 
berdasarkan Pedoman Manajerial Audit Operasional adalah pengendalian 
pelaksanaan audit untuk memastikan bahwa kegiatan audit dan hasil audit telah 
memenuhi standar audit yang berlaku umum dan mengikuti prosedur audit dalam 
petunjuk teknis audit yang diberlakukan untuk dilaksanakan oleh setiap tim audit 
yang terlibat. Pengendalian atas kegiatan audit ini menjadi tanggung jawab dari 
dan harus dilaksanakan oleh seluruh unsur yang ada pada organisasi 
penugasan, yang menyangkut masalah penerbitan surat tugas, kemajuan 
pelaksanaan audit, dan penerbitan laporan hasil audit sebagai berikut. 
1. Penerbitan Surat Tugas Audit 
Surat tugas Tim Joint Audit beserta surat pengantarnya dibuat oleh 











Pembagian Surat Tugas 
No. Kegiatan 







a. Dana Penguatan Kelembagaan 









Sumber: BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara 
Deputi Polhukam PMK menyampaikan penugasan kepada Perwakilan 
BPKP untuk melaksanakan audit berdasarkan Surat Tugas Joint Audit tersebut. 
Berdasarkan Surat Tugas Joint Audit dan penugasan dari Deputi Polhukam PMK, 
diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Perwakilan BPKP untuk personil BPKP 
dalam rangka pelaksanaan tugas joint audit di lapangan. 
Surat Tugas tersebut selanjutnya disampaikan kepada obyek audit 
dengan menyertakan pengantar dari Inspektorat Utama BNPB. Tim audit pada 
setiap obyek audit beranggotakan sebanyak 5 personil (BPKP), termasuk 
pengendali teknis dan pengendali mutu,dengan jumlah hari penugasan masing-
masing tim selama 10 hari s.d. 15 hari.  
Surat Tugas Kompilasi Laporan Hasil Audit diterbitkan oleh Direktur PLP 
Bidang Kesra BPKP/Inspektorat Utama BNPB. Penerbitan surat tugas audit 
dengan perencanaan waktu penugasan dan penggunaan sumber daya audit (tim 
audit) dipersiapkan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:  
a. Hasil pemetaan faktor risiko, seperti:  
1) Besaran penyerapan dana yang akan diaudit. 
2) Hasil audit periode sebelumnya (jika merupakan repeated audit). 
3) Kompleksitas permasalahan yang ada, dari hasil penelaahan 






2. Kemajuan Pelaksanaan Audit Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi 
Kemajuan pelaksanaan audit tingkat kabupaten/kota/provinsi dilaporkan oleh 
tim audit kepada Kepala Perwakilan BPKP menggunakan form yang disediakan 
oleh tim audit dan diteruskan kepada TPP secara mingguan (setiap hari Senin) 
melalui forum komunikasi BNPB pada website www.warga.bpkp.go.id. 
3. Penerbitan Laporan  
Pengendalian penerbitan laporan terutama berfokus pada ketepatan 
jumlah dan waktu penerbitan laporan. Rencana jumlah laporan yang akan 
diterbitkan dari kegiatan joint audit ini adalah sesuai dengan surat tugas yang 
diterbitkan. Penyiapan, penerbitan, dan penandatangan laporan-laporan. 
Laporan Hasil Audit (LHA) tingkat provinsi/kabupaten/kota disiapkan oleh tim 
audit dari Perwakilan BPKP dan diterbitkan/ditandatangani oleh Kepala 
Perwakilan BPKP. 
Dengan catatan, Penyusunan LHA tingkat provinsi/kabupaten/kota baik 
yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP & Inspektorat Utama BNPB dilakukan 
paling lambat 7 hari setelah dilakukannya proses validasi temuan bersama 
dengan BPKP Pusat dan BNPB. LHA selanjutnya disampaikan kepada TPP 
dalam bentuk hardcopydan softcopy. Temuan audit disampaikan lebih dulu 
melalui forum komunikasi BNPB mendahului kegiatan validasi.  
LHA tingkat provinsi/kabupaten/kota dapat disampaikan kepada auditan setelah 
validasi temuan dan sebelum terbitnya laporan hasil audit tingkat nasional. 
a. Laporan kompilasi hasil audit tingkat nasional disiapkan oleh TPP. 
Penerbitan laporan tersebut paling lambat 10 hari setelah diterimanya 
seluruh LHA Kabupaten/Kota/Provinsi. LHA kompilasi ditandatangani oleh 






b. Berdasarkan laporan kompilasi tingkat nasional akan disusun Executive 
Summary oleh TPP, yang merangkum laporan hasil audit atas pengelolaan 
dana penanggulangan bencana,yang akan ditandatangani bersama antara 
Inspektur Utama BNPB dan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan 
Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK. 
2.5 Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional 
Dalam melaksakan audit operasional seorang auditor harus mengetahui  
tahapan dan proses audit operasional itu sendiri. BPKP mermbuat petunjuk 
teknis audit operasional 2016  dengan tahap audit operasional sebagai berikut. 
2.5.1 Persiapan Audit 
Persiapan audit bertujuan untuk mengumpulkan informasi, penelaahan 
peraturan, ketentuan dan undang-undang yang berkaitan dengan aktifitas yang 
di audit serta menganalisis informasi yang diperoleh guna mengidentifikasi hal-
hal yang potensial mengandung titik kelemahan. Pada tahap ini auditor memilih 
bidang tertentu untuk diaudit dari seluruh bidang obyek kegiatan yang telah 
ditentukan pada tahap persiapan audit. Pemilihan ini diperoleh melalui 
pengumpulan dan penganalisaan informasi atas kegiatan yang diperiksa. 
Dari tahap ini diperoleh latar belakang dan informasi umum atas kegiatan 
bersangkutan, yang mendasari pemilihan sasaran tentative pemeriksaan melalui 
berbagai tehnik dan pengujian terbatas (BPKP,1992:8). Kemudian auditor 
menelusuri aktivitas-aktivitas yang benar dengan flow charting penuh atau 
dengan mengikuti dokumen-dokumen yang dipilih dengan terus-menerus pada 
titik kunci pengendalian. 
Berikutnya auditor akan meriview kebijaksanaan dan prosedur yang 





karyawan dan dihitung secara sah untuk menyusun atau membawa keluar 
rencana perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan, adalah suatu petunjuk 
terhadap aktivitas yang dikembalikan dengan baik. Dimana prosedur yang tidak 
tertulis, auditor akan menentukan dari pembicaraan dengan manajemen apa 
yang diharapkan dari karyawan dan bagaimana aktivitas disusun dan 
dilaksanakan. Akhirnya, auditor menanyakan apakah manajemen melakukan 
penilaian terhadap pekerjaan yang dilaksanakan. 
 
2.5.2 Pengujian Pengendalian Manajemen 
Pengujuan pengendalian manajemen adalah pengujian terhadap segala 
usaha dan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengarahkan atau 
menjalankan operasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengujian 
pengendalian manajemen dimaksudkan untuk lebih memantapkan sasaran 
tentative pemeriksaan yang telah di identifikasi pada tahap persiapan 
pemeriksaan. Pengujian pengedalian ini bertujuan untuk menilai efektifitas 
pengendalian manajemen dan lebih mengenali adanya kelemahan sehingga 
dapat dipastikan apakah suatu tenatif audit obyektif dapat terus dilanjutkan pada 
tahap pemeriksaan lanjutan, karena kurangnya bukti pendukung. 
Melalui tahap ini diperoleh bukti-bukti yang mendukung sasaran 
pemeriksaan definitif yang dikembangkan dari kegiatan spesifik yang masih 
bersifat sementara. Auditor juga menetapkan alternatif kegiatan spesifik 
sementara lainnya. Dalam banyak hal akhir tahap ini dibuat laporan sementara 
berupa laporan/ikhtisar hasil suvai. Apabila pemeriksaan akan dilanjutkan 
ketahap pemeriksaan lanjutan, maka pada tahap ini juga dibuat program kerja 
audit (BPKP,1993:9). 
Setelah melakukan pemeriksaan dan menilai sistem pengendalian dalam 





tepat untuk menentukan kalau penyajian pengendalian adalah merupakan 
operasi yang dimaksud. 
 
2.5.3 Pemeriksaan Lanjutan 
Pemeriksaan lanjutan ini bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang 
cukup, guna mendukung sasaran defenitif pemeriksaan yang telah diperoleh 
pada tahap pengujian dan pengajian ulang system pengendalian manajemen. 
Pada tahap ini auditor memilih sasaran definitif, kemudian dilakukan 
pengumpulan bukti yang relevan, material, dan kompeten, menuju suatu 
kesimpulan mengenai sasaran audit yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dalam 
pemeriksaan terinci. Oleh karenanya semua program audit pada tahap ini pada 
umumnya diarahkan kepada 4 sasaran sebagai berikut. 
1. Informasi latar belakang yang berhubungan dengan pemeriksaan. 
2. Hasil akhir yang diharapkan. 
3. Prosedur audit yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. 
4. Instruksi-insruksi khusus apabila diperlukan. 
Bukti yang diperoleh di sini termasuk bukti yang diperoleh pada tahap 
sebelumnya. Bukti yang dikumpulkan dari hasil pemeriksaan terinci diikhtisarkan 
dalam kertas kerja yang cukup untuk mendukung kesimpulan laporan hasil audit. 
Berdasarkan bukti yang sudah diikhtisarkan dalam kertas kerja, dibuat laporan 
akhir hasil pemeriksaan, termasuk kesimpulan dan rekomendasi. Bukti yang 
diperoleh harus memenuhi kwalitas dan mempunyai tingkat kepercayaan yang 
memadai, untuk itu harus selalu memperhatikan empat unsur: 
1. Relevan 
Bukti harus mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diperiksa. 
2. Kompeten 






Bukti yang dikumpulkan dinilai cukup memadai berdasarkan pertimbangan 
profesional untuk mendukung kesimpulan pemeriksa. 
4. Material 
Bukti harus mempunyai nilai yang cukup berarti dalam mempengarui tingkat 
pertimbangan informasi yang bersangkutan. 
a. Pengembangan Temuan dalam Pemeriksaan Lanjutan. 
Pegembangan Temuan adalah pengumpulan dan sintesa informasi 
khusus yang bersangkutan dengan kegiatan atau program yang diperiksa, yang 
dievaluasi dan dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan 
berguna bagi pemakai laporan. Setelah melaksanakan pengembangan temuan, 
kemudian auditor menyusun rekomendasi guna perbaikan kelemahan dalam 
manajemen. Dalam penyusunan rekomendasi untuk manajemen, auditor haru 
melihat masalah-masalah itu sebagaimana manajemen melihat masalah 
tersebut. Auditor harus membebankan keuntungan dari perlindungan yang 
diberikan oleh penembanan pengendalian terhadap biaya yang terjadi. Auditor 
harus mempertimbangkan perluasan risiko dari jumlah keruguian yang besar. 
b. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan 
Kertas kerja adalah catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai 
prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilaksanakannya, informasi 
yang diperolehnya, simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya 
(Mulyadi,2002:100). Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah catatan-catatan 
yang dibuat dan data yang dikumpulkan pemeriksa secara sistematis pada saat 
melaksanakan tugas pemeriksaan. 
Manfaat dari penyusunan kertas kerja pemeriksaan : 





b) Merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para 
pelaksanan pemeriksaan. 
c) Merupakan alat pembuktian dari laporan Hasil Pemeriksaan 
d) Merupakan salah satu pedoman untuk tugas pemeriksaan berikutnya. 
Syarat-syarat Kertas Kerja Pemeriksaan 
a) Lengkap 
b) Bebas dari kesalahan, baik kesalahan hitung/kalimat maupun kesalahan 
penyajian informasi. 
c) Didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional. 
d) Sistematis, bersih, mudah diikuti, dan diatur rapi. 
e) Mempunyai tujuan yang jelas. 
f) Dalam setiap kertas kerja pemeriksaan mencantumkan kesimpulan hasil 
pemeriksaan dan komentar atau catatan reviewer. 
 
2.5.4 Pelaporan Hasil Audit 
Hasil akhir dari pelaksanaan audit operasional berupa laporan tertulis 
yang ditujukan kepada manajemen. Laporan tersebut merupakan advis 
pemecahan masalah yang difokuskan pada usaha peningkatan prosedur dan 
pelaksanaan pelaksanaan operasi dan juga ditujukan nilai uang yang dapat 
dihemat jika dilaksanakan aktivitas yang benar serta peningkatannya. 
Penulisan laporan hasil audit oprasinal tidak banyak berbeda dari 
penulisan laporan bermacam-macam audit lainnya, yaitu laporan harus nyata, 
jelas, bersih, menyeluruh dan persensive. 
 
2.5.5 Pemeriksaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan 
Pemeriksaan tindak lanjut terbatas pada kaji ulang atau review tindakan 





temuan pemeriksaan, termasuk membandingkannya dengan tindakan yang 
disarankan atau direkomendir. 
a. Sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan 
Sasaran pemeriksaan tindak lanjut adalah 
a) Menilai sejauh mana manajemen telah mengambil langkah tindak lanjut atas 
rekomendasi temuan hasil pemeriksaan. 
b) Melaporkan rekomendasi yang telah, sedang atau tidak dapat ditindak lanjuti 
kepada pimpinan atau manajemen dan kepada APFP yang terkait dengan 
sebelumnya. 
c) Ruang lingkup pemerikasaan tindak lanjut adalah semua temuan yang hasil 
pemeriksaannya telah disepakati tindak lanjutnya antara manajemen dengan 
auditor, tetapi belum selesai ditindak lanjuti. 
b. Kriteria pelaksanaan tindak lanjut 
a) Tanggung jawab pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil  
b) pemeriksaan harus ditetapkan secara jelas. 
c) Tindakan yang diambil harus sesuai dengan rekomendasi dan mendapat 
persetujuan oleh pihak yeng berwenang. 
d) Tindakan harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada 
rencana tindak lanjut. dan sejalan dengan dokumen atau bukti yang riel. 
2.5.6 Peran Auditor 
Auditor termasuk suatu kelompok jabatan fungsional. Dalam jabatan 
fungsional auditor terdapat tim mandiri yang terdiri dari: Pengendali Mutu, 
Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim. Berdasarkan pernyataan 
tersebut, setiap pelaksanaan tugas pengawasan (audit) tim mandiri memiliki 





a. Pengendali Mutu, merupakan Auditor Ahli Madya atau Auditor Ahli Utama 
yang bertanggung jawab atas mutu hasil kegiatann pengawasan. 
Tugas Pengendali Mutu : 
a) Menerima rencana kegiatan pengawasan dan menerima penugasan 
pengawasan dari pejabat struktural kemudian membicarakan penugasan 
pengawasan tersebut dengan tim mengenai kegiatan audit. 
b) Membuat perencanaan kegiatan pengawasan yang disusun menjadi 
program pengawasan yang kemudian mengkomunikasikan program 
pengawasan tersebut dengan Pengendali Teknis (PT) dan Ketua Tim 
(KT). 
c) Menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan intern tim dan pemberi 
tugas apabila ada permasalahan yang dijumpai dilapangan. 
d) Menetapkan revisi program pengawasan dan koreksi pelaksanaan, 
apabila keadaan di lapangan tidak memungkinkan pelaksanaan program 
pengawasan yang ada. 
e) Melakuakan review atas konsep laporan hasil pengawasan dan 
mengevaluasi atas realisasi pelaksanaan dengan program pengawasan 
tim. 
b. Pengendali Teknis, merupakan Auditor Ahli Muda atau Auditor Ahli Madya 
yang bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan. 
Tugas Pengendali Teknis : 
a) Membantu Pengendali Mutu dalam mempelajari dan membicarakan 
penugasan pengawasan, membuat anggaran waktu dan rencana 
pengawasan, menyusun program dan mengkomunikasikan program 
pengawasan pada tim, serta membantu menyelenggarakan 





b) Mengajukan usul revisi program pengawasan apabila ada kendala di 
lapangan. 
c) Melakukan review atas realisasi pelaksanaan penugasan dengan 
program pengawasan, kertas kerja dan konsep laporan hasil pengawasan 
yang telah dilakukan ketua tim dan anggota tim. 
d) Melakukan evaluasi kinerja ketua tim dan anggota tim. 
c. Ketua Tim, merupakan Auditor Ahli Pratama atau Auditor Ahli Muda yang 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam suatu 
tim yang ditugaskan kepadanya. 
Tugas Ketua Tim : 
a) Membantu Pengendali Mutu membuat rencana kegiatan pengawasan dan 
menyiapkan bahan untuk penyusunan program pengawasan yang 
kemudian menghasilkan program pengawasan kepada Anggota Tim. 
b) Memberikan penugasan harian kepada Anggota Tim. 
c) Membantu Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis menyelenggarakan 
konsultasi/diskusi dengan intern tim dan pemberi tugas. 
d) Melakukan kegiatan pengawasan, review atas realisasi dengan 
programnya dan review atas kertas kerja yang dilakukan Anggota Tim. 
e) Menyusun daftar analisis tugas-tugas mingguan, kesimpulan hasil 
pengawasan dan konsep laporan hasil pengawasan. 
f) Melakukan evaluasi atas kinerja Anggota Tim. 
 
d. Anggota Tim, merupakan Auditor Terampil atau Auditor Ahli Pratama yang 
bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari pelaksanaan kegiatan 
pengawasan dalam suatu tim yang ditugaskan kepadanya. 
Tugas Anggota tim : 





b) Membicarakan dan menerima penugasan harian dari ketua tim. 
c) Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai program pengawasan dan 
membuat hasil pengawasan. 
d) Membantu Ketua Tim menyusun konsep laporan hasil pengawasan. 
 
2.6 Dana Penanggulangan Bencana 
Pengelolaan dana penanggulangan bencana telah diatur di dalam 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana pasal 42 s.d pasal 45 dan Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme 
Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. 
Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi 
penanggulangan bencana untuk tahap prabencana (Dana Kontinjensi Bencana); 
saat tanggap darurat (Dana Siap Pakai); dan tahap pascabencana(berupa Dana 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi). 
Di samping itu terdapat dana penguatan kelembagaan yang bertujuan 
untuk memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana di daerah pada 
kegiatan pra bencana, yakni: kegiatan penguatan kelembagaan bidang 
pengurangan risiko bencana, kegiatan fasilitasi dan pengembangan ketangguhan 
masyarakat, serta kegiatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan 
bencana. 
Dana Siap Pakai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BNPB No.06-
A/2011. Dana Penguatan Kelembagaan diatur lebih lanjut dalam Perka BNPB 
No.1 /2012, No.2/2013, No.3/2012, dan Juklak/Juknis yang diterbitkan oleh 





Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 (Petunjuk Teknis Audit 
Operasional 2016:5). 
 
2.7 Dana Siap Pakai 
Dana Siap Pakai (DSP) adalah dana yang selalu tersedia dan 
dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat 
bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi 
darurat ke pemulihan. Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan 
dalam APBN atau APBD untuk masingmasing instansi/lembaga terkait, meliputi: 
a. Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, 
dan sumber daya; 
b. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; 
c. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana; 
d. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; 
e. Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana 
Rincian penggunaan Dana Siap Pakai dapat dilihat pada Perka BNPB Nomor 6A 
Tahun 2011. Pemberian Dana Siap Pakai berdasarkan: 
a. Penetapan status kedaruratan bencana; 
b. Usulan daerah perihal permohonan dukungan bantuan; 
c. Laporan Tim Reaksi Cepat BNPB; 
d. Hasil Rapat Koordinasi atau; 
e. Inisiatif BNPB. 
BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan 
penggunaan dana penanggulangan bencana. Penggunaan dana siap pakai 
terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk: 





b. Pertolongan darurat; 
c. Evakuasi korban bencana; 
d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi; 
e. Pangan; 
f. Sandang; 
g. Pelayanan kesehatan; dan 
h. Penampungan serta tempat hunian sementara. 
Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang 
ditetapkan oleh Kepala BNPB (lihat Perka BNPB Nomor 6A Tahun 2011). 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan 
bencana kepada korban bencana. Penggunaan Dana Siap Pakai untuk korban 
bencana meliputi, antara lain: 
1. Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk: 
a) Biaya pemakaman; dan/atau 
b) Uang duka (diberikan kepada ahli waris korban). 
2. Santunan kecacatan diberikan kepada korban bencana yang mengalami 
kecacatan mental dan/atau fisik. 
3. Pinjaman lunak untuk usaha produktif diberikankepada korban bencana yang 
kehilangan matapencaharian.Pinjaman lunak untuk usaha produktif diberikan 
dalam bentuk: 
a)  Usaha produktif; atau 
b)  Pemilikan barang modal. 
4. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada korban bencana 
dalam bentuk: 
a) Penampungan sementara; 






d) Air bersih dan sanitasi; dan 
e) Pelayanan kesehatan. 
Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban 
bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar 
dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan. Dalam hal pemerintah 
daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan 
penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis sebagaimana Pedoman 
yang ditetapkan Kepala BNPB (Petunjuk Teknis Audit Operasional 2016:7) 
2.8 Hipotesis 
Audit Operasional atas Pengelolaan Dana Siap Pakai pada Masa Transisi 
Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Gelombang Pasang 
serta Masa Siaga Darurat Bencana Kekeringan di wilayah bertujuan untuk: 
a) Menilai efektivitas pelaksanaan pengelolaan dana penanggulangan 
bencana, yang meliputi penilaian atas mekanisme penyaluran dana, 
kesesuaian jumlah dana yang diterima, kesesuaian penggunaan dana 
dibandingkan perencanaannya, kesesuaian kriteria penerima dana, 
akuntabilitas keuangan serta kemanfaatannya. 
b) Mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan atau 
pengelolaan dana penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh 
BPBD Kabupaten Buton Utara dalam rangka memberikan rekomendasi jika 
ditemukan kelemahan dalam kaitannya dengan peningkatan efisiensi dan 
efektivitas pelaksanaan kegiatan. 
Dari tinjauan dan bukti empiris di atas, dapat  diprediksi bahwa audit 





penanggulangan bencana atas dana siap pakai. Oleh karena itu dapat 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 
H0: Audit operasional berperan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan 







3.1 Rancangan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 
analisis deskriptif kualitatif yang didukung dengan pendekatan kuantitatif. 
Menurut Sugiyono (2014), kedua metode tersebut dapat digunakan bersama-
sama namun digunakan secara bergantian. Tahap pertama menggunakan 
metode kualitatif dan tahap kedua menggunakan metode kuantitatif terhadap 
hasil yang diperoleh di lapangan. Penelitian kualitatif dilakukan untuk 
mendeskripsikan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan untuk 
mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana siap pakai serta kendala-kendala 
yang dihadapi. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis pengaruh 
atau peran audit operasional pada efektivitas pengelolaan dana siap pakai 
melalui hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden. 
3.2 Kehadiran Peneliti 
Peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai 
pengumpul data. Peneliti ikut terlibat dalam memperoleh data dan melakukan 
pengolahan data. Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai partisipan 
penuh dan peneliti bertindak sebagai subjek penelitian. 
3.3 Lokasi Penelitian 
Objek penelitian ini adalah Kantor Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlokasi di 






3.4 Populasi dan Sampel 
3.4.1 Populasi 
Populasi dalam penelitian ini dapat diuraikan pada tabel 3.1 berikut ini. 
Tabel 3.1  
Daftar populasi penelitian 
 
Populasi Penelitian Total Level 
Pegawai staf dan struktural BPBD Kabupaten Buton Utara 40 Kab 
Auditor BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Bidang IPP 20 Prov 
Total 60  
Sumber: Olah data BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPBD Kabupaten Buton Utara 
Dari Tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa populasi penelitian ini adalah staf 
dan struktural BPBD Kabupaten Buton Utara dan Auditor BPKP Provinsi 
Sulawesi Tenggara, dengan total sebanyak 60. 
3.4.2 Sampel 
Menurut Sugiyono (2008:116) Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Arikunto 
(2008:116) Penentuan pengambilan Sample apabila kurang dari 100 lebih baik 
diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah 
subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-55% atau lebih tergantung 
sedikit banyaknya dari:  
1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana. 
2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini 
menyangkut banyak sedikitnya dana. 
3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti untuk peneliti yang 
resikonya besar, tentu saja jika samplenya besar hasilnya akan lebih baik. 
Peneliti menggunakan seluruh jumlah populasi dikarenakan populasi berjumlah 
sedikit atau kurang dari 100, jadi seluruh populasi merupakan sampel yang 






3.5 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan 
data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka, biasanya 
berupa uraian dan informasi yang berisi keterangan-keterangan terkait dengan 
penelitian. Miles dan Huberman (Silalahi, 2012), menjelaskan data kualitatif 
merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kukuh, serta 
memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. 
Dengan data kualitatif maka akan dapat dipahami alur peristiwa secara 
kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, 
dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Data kualitatif dalam 
penelitian ini yaitu uraian maupun keterangan mengenai kondisi geografis, 
lingkungan alam, keadaan masyarakat, program-program dan kendala-kendala 
yang dihadapi yang diperoleh melalui hasil pengamatan. Data kuantitatif yaitu 
data yang berbentuk angka dan dapat dihitung. Jika data hasil serangkaian 
observasi atau pengukuran dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam angka, 
kumpulan data tersebut dinamakan data kuantitatif (Silalahi, 2012). Data 
kuantitatif misalnya data yang didapat langsung dari lapangan melalui kuesioner 
yang disebarkan kepada staf dan struktural BPBD Kabupaten Buton Utara yang 
dijadikan responden dan mempunyai peran atas audit operasional seperti data 
auditor BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Bidang Instansi Pemerintah Pusat 
audit operasional mempunyai independensi, kompetensi, dan efektivitas dalam 
melaksanakan audit operasional yang dijadikan responden. 
Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer sesuai dengan 
jenis penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dari jawaban responden atas 






3.6 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode survei kuesioner. Kuesioner penelitian diserahkan 
langsung kepada responden atau meminta bantuan salah satu pegawai sebagai 
person in charge pada masing-masing objek penelitian untuk mengoordinir 
penyebaran dan pengumpulan kuesioner tersebut. Responden kemudian mengisi 
sendiri (self-reporting) kuesioner yang telah diserahkan. 
3.7 Operasionalisasi Variabel Penelitian  
Tabel 3.2 
Operasionalisasi variabel 





1. Independensi auditor 
internal 
2. Kompetensi auditor 
internal  
3. Ruang Lingkup  
a. Lingkungan 
pengendalian 
b. Penaksiran risiko  
c. Informasi dan 
komunikasi  



























1. Prosedur pemberian 
Dana Siap Pakai 




Siap Pakai  
2. Prinsip pemberian 
dana siap pakai 
a. Efektifitas 
pemberian Dana 





























3.8 Instrumen Penelitian  
 Menurut Sugiyono (2008:102), menjelaskan “instrumen penelitian adalah 
suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang 
diamati” secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. 
Biasanya dikenal tiga alat penelitian yaitu daftar pertanyaan (angket), 
wawancara, dan observasi langsung.  
Alat untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini adalah 
kuesioner yang disebarkan kepada para auditor dan seluruh pegawai BPBD 
Kabupaten Buton Utara yang dijadikan sebagai responden. Dalam melakukan 
pengukuran atas jawaban dari kuesioner-kuesioner tersebut yang diajukan 
kepada responden, skala yang digunakan adalah skala ordinal. 
3.9 Teknik Analisis Data 
3.9.1 Olah Data Kuesioner  
Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka peneliti melakukan analisis 
yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan membahas secara sistematik 
dan akurat mengenai fakta yang diteliti dengan mengumpulkan, 
mengklasifikasikan, menyajikan serta menganalisis data dan menarik kesimpulan 
berdasarkan keadaaan yang terjadi pada perusahaan yang diteliti dengan 
pendekatan studi kasus.  Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah analisis statistik deskriptif dengan kriteria penilaian kuesioner menurut 
Dean J. Champion (Basic Statistic For Social Research), dan aplikasi SPSS v.20. 
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atas variabel-variabel 
penelitian secara statistik.  
“Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 
data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 
terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 





 jawaban “Ya” 
Persentase =          x 100% 
 jawaban kuesioner 
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan 
atau menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa 
bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi. Dalam 
statistik deskriptif, hasil jawaban responden akan dideskripsikan menurut masing-
masing variabel menggunakan program aplikasi SPSS v.20 yang kemudian 
dirata-ratakan ke dalam persen.  
Langkah langkah yang ditempuh peneliti dalam menganalisis data sebagai 
berikut.  
1. Jawaban “Ya” atas kuesioner menunjukkan audit operasional berperan dalam 
meningkatkan efektivitas pemberian dana siap pakai.  
2. Jawaban “Tidak” atas kuesioner menunjukkan:  
a. Pemberian dana siap pakai tidak efektif,  
b. Audit operasional tidak berperan dalam meningkatkan efektivitas 
pemberian dana siap pakai. 
3. Jawaban “Ya” kemudian dijumlahkan dan dibuat persentase dengan jumlah 





4. Penilaian hasil persentase diklasifikasikan menurut ketentuan yang 
dikemukakan oleh Dean J. Champion dalam bukunya Basic Statistic For 
Social Research (1990: 302), yaitu:  
“the following crude maybe used to assess the general strength of 
association coefficients: 
1. 0,00 – 0,25 = no association or low association (weak association) 
2. 0,26 – 0,50 = moderately low association (moderately weak 
association) 






4. 0,76 – 1,00 = high association (strong association) up to perfect 
Association”.  
 
Pernyataan di atas dapat diartikan sebagai berikut.  
a. Kriteria penilaian kuesioner pelaksanaan audit operasional yang efektif. 
1. Audit operasional tidak memadai = 0% - 25%  
2. Audit operasional kurang memadai = 26% - 50%  
3. Audit operasional cukup memadai = 51% - 75%  
4. Audit operasional memadai = 76% - 100%  
3.9.2 Uji Kualitas Data  
1. Uji Validitas  
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner sebagai instrumen penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 
pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 
diukur oleh kuesioner tersebut.  
Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode korelasi product 
moment pearson yang kemudian dibandingkan dengan r tabel. Apabila nilai 
korelasinya lebih besar dari r tabel, maka pernyataan tersebut dianggap valid. 
Jika nilai korelasinya lebih kecil dari nilai r tabel, maka pernyataan dianggap tidak 
valid dan harus dikeluarkan dari pengujian.  
2. Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas adalah alat ukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 
dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban 
seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten (dapat dipercaya) atau stabil. 
Pengukuran reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan pengukuran one shot. Satu konstruk atau variabel 
dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha>0.60. Perhitungan 





3.9.3 Pengujian Hipotesis  
Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya pengujian 
hipotesis, dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Hasil dari pengujian 
tersebut untuk mengetahui peran audit operasional dalam meningkatkan 
efektivitas kegiatan pengelolaan dana siap pakai pada BPBD Kabupaten Buton 
Utara.  
Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi adalah 0,05 (α=5%). Jika 
nilai ≤ 0,05, maka hipotesis diterima yang berarti audit operasional memiliki peran 
signifikansi secara parsial dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan 
dana siap pakai. Sebaliknya, jika nilai ≥ 0,05, maka hipotesis ditolak yang berarti 
audit operasional tidak berperan dalam meningkatkan efektivitas kegiaatan 
pengelolaan dana siap pakai. 
3.10 Tahap-tahap Penelitian 
Setelah usulan penelitian diterima dan disahkan oleh tempat peneliti 
terikat secara akademis (Universitas Hasanuddin) maka tahap penelitian yang 
mula-mula dilakukan peneliti adalah penelitian pendahuluan. Tahap ini dilakukan 
dengan penelitian kepustakaan berkaitan dengan permasalahan yang akan 
diteliti. Peneliti mengumpulkan, membaca, menelaah berbagai buku, makalah, 
jurnal, literatur dan artikel, serta sumber lain yang relevan dengan pembahasan 
untuk mendalami teori dan konsep yang ada dan mampu mendukung 
pembahasan masalah dalam penulisan skripsi ini. 
Tahap penelitiaan selanjutnya adalah pengembangan desain penelitian. 
Peneliti menggunakan cara penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan 
analisis yang menonjolkan proses dan makna dari perspektif subyek. Metode 





terjadi pada kehidupan nyata, berkaitan dengan latar belakang dan kondisi dari 
objek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan. 
Tahap penelitian selanjutnya adalah penelitian sebenarnya dengan 
peneliti langsung ke objek penelitian yang berlokasi di Kabupaten Buton Utara 
Provinsi Sulawesi Tenggara. Peneliti mencoba memperoleh data berkaitan 








5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan data hasil penelitian mengenai “Peran Audit Operasional 
dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Siap Pakai pada Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi 
Tenggara”, dan daftar pertanyaan serta pembahasan yang dilakukan dengan 
didukung oleh teori yang relevan dengan masalah yang dibahas, maka 
dirumuskan kesimpulan sebagai berikut.  
1. Dilakukannya audit operasional dana siap pakai mendorong tercapainya 
penyaluran dana siap pakai atau penggunaan dana siap pakai yang efektif 
(meminimalisir risiko kesalahan dalam penggunaan dana siap pakai) dan 
penyalahgunaan dana siap pakai. Dikarenakan masih terdapat kesalahan 
dalam pelaksanaan dana siap pakai di lapangan dengan dilakukannya audit 
operasional dana siap pakai tim auditor BPKP memberikan rekomendasi 
guna perbaikan penyaluran dan penggunaan dana siap pakai.  
2. Dengan adanya rekomendasi dari tim auditor BPKP dan tindak lanjut dari 
pihak BPBD Kabupaten Buton Utara maka penggunaan dana siap pakai 
dapat terlaksana dengan efektif. Audit operasional mempunyai peran dalam 
meningkatkan efektivitas pengelolaan dana siap pakai pada BPBD 
Kabupaten Buton Utara, karena tindak lanjut hasil audit operasional 
merupakan perbaikan atas pengelolaan dana siap pakai yang kurang 
pekerjaan atau belum terlaksananya pekerjaan atas dana siap pakai tersebut 





3. Hasil analisis data berdasarkan kriteria penilaian Dean J. Champion 
menggunakan program SPSS V.20 dan juga uji validitas dan uji realibilitas 
serta pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hipotesis yang 
dikemukakan peneliti yaitu “Audit operasional berperan dalam meningkatkan 
efektivitas pengelolaan dana penanggulangan bencana atas dana siap pakai 
pada BPBD Kabupaten Buton Utara” dapat diterima. 
 
5.2 Saran  
Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, peneliti 
ingin memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan yang 
berguna, yaitu sebagai berikut.  
1. Kualitas audit operasional dana siap pakai pada BPBD Kabupaten Buton 
Utara sebaiknya senantiasa dilakukan tiap tahun, mengingat penggunaan 
dana bencana atas dana siap pakai merupakan kegiatan penyauran dana 
bencana untuk masyarakat luas yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten 
Buton Utara yang mengandung banyak risiko.  
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti ruang lingkup audit 
operasional tidak hanya mencakup efektivitas tetapi juga meliputi efisiensi 
dan ekonomis.  
 
5.3 Keterbatasan Penelitian  
Berdasarkan kesimpulan penelitian tentang peran audit operasional 
dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan dana bencana atas dana 
siap pakai, terdapat keterbatasan penelitian, salah satunya adalah peneliti 
merasa kesulitan untuk mendapatkan bukti seperti hasil penyaluran dana yang 
melalui rekening dikarenakan bersifat rahasia pemilik rekening, dokumen gambar 





operasional sudah berlangsung dan dokumen bukti pendukung lainnya karena 
faktor kerahasiaan dokumen perusahaan sehingga membuat penelitian ini 
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PERAN AUDIT OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS 
PENGELOLAAN DANA BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA 
 
Petunjuk Pengisian 
Pertanyaan kuesioner ini mengenai peran audit operasional dalam meningkatkan 
efektivitas pengelolaan dana bencana di Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten Buton Utara (Butur). Audit operasional yang 
dilaksanakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  
berdasarkan Nota Kesepahaman Kerjasama antara BNPB dengan BPKP Nomor 
𝑀𝑜𝑈/81/𝐵𝑁𝑃𝐵/𝐼𝑋/2013
𝑀𝑜𝑈−8/𝐷2/2013 
tanggal 25 November 2013 tentang Penguatan Tata Kelola 
Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana dengan metode audit Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia 
(SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia 
(AAIPI) Nomor Kep-005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014. Bapak/Ibu 
dimohon untuk memberi tanda tickmark (√) pada jawaban yang menurut 







Nama  :  
Jabatan  : 
NO 
PERTANYAAN JAWABAN 
INDEPENDENSI YA TIDAK 
1. Apakah auditor internal dari BPKP?   
2. 
Apakah auditor BPKP cukup memperoleh kemudahan dalam 
hal pemeriksaan fasilitas dan catatan dari bagian yang 
diperiksa? 
  
3. Apakah auditor dapat dijamin independensinya?   
KOMPETENSI   
1. 
Apakah untuk menjadi auditor audit operasional dibutuhkan 
jenjang pendidikan tertentu ? 
  
2. 
Apakah fungsi audit operasional dilaksanakan oleh orang 
yang cukup kompeten? 
  
3. 




Apakah auditor internal diberikan kesempatan untuk 
melanjutkan pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang dapat 
menunjang pekerjaannya? 
  




Apakah terdapat suatu kebijakan tertentu di BPBD Kab. Butur 





Apakah dalam perusahaan memiliki struktur organisasi yang 




Apakah BPBD Kab. Butur menindaklanjuti setiap Dana Siap 




Apakah karyawan bagian pengelolaan dana bencana memiliki 




Apakah jajaran direksi berpartisipasi dalam proses pemberian 




Apakah ada tindakan manajemen yang dilaksanakan secara 





Apakah BPBD memiliki satuan komite audit?   
PENILAIAN RISIKO   
1. 
 
Apakah terdapat sistem pengelolaan risiko pada BPBD Kab. 









Apakah auditor internal dilibatkan dalam proses pemberian 




Apakah di dalam penilaian risiko dana siap pakai terdapat 
penilaian kuantitatif (dapat diukur/5C) dan kuantitatif (tidak 
dapat diukur)? 
  





 peningkatan aktivitas pemberian dana siap pakai? 
6. 
 
Apakah ada Peningkatan aktivitas pemberian dana siap pakai 
tahun 2015? 
  
AKTIVITAS PENGENDALIAN   
1. 
 
Apakah fungsi akuntansi terpisah dari fungsi analisis 




Apakah terdapat lebih dari satu orang yang melakukan 




Apakah pegawai BPBD Kab. Butur melakukan kunjungan 









Apakah terdapat pemeriksaan mendadak dalam proses 




Apakah BPBD Kab. Butur menentukan batas penggunaan 
dana siap pakai tertentu bagi penerima dana? 
  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI   
1. 
 





Apakah BPBD Kab. Butur memiliki komite yang 





Apakah terdapat system dokumentasi yang memadai terkait 
proses pemberian dana siap pakai? 
  
PEMANTAUAN   
1. 
 





Apakah BPBD Kab. Butur tetap melakukan pemantauan 




Apakah ada sanksi tegas yang dilakukan BPBD Kab. Butur 


























KETAATAN PADA HUKUM DAN PERATURAN 
PEMBERIAN DANA BENCANA ATAS DANA SIAP 
PAKAI 




Apakah setiap tindakan yang dilakukan oleh 
bagian pengelolaan dana siap pakai selalu patuh 
dan disiplin terhadap kebijakan yang berlaku?  




Apakah seluruh pihak yang terkait dengan 
pemberian dana siap pakai memiliki pemahaman 
mengenai manajemen risiko pengelolaan dana 
bencana?  
     
EFEKTIVITAS PEMBERIAN DANA SIAP PAKAI      
1.  Apakah aktivitas pemberian dana siap pakai 
telah aman dari risiko kecurangan dan 
penipuan?  
     
2.  Apakah sejauh ini pelaksanaan pemberian dana 
siap pakai telah efektif?  
     
3.  Apakah dalam proses pemberian dana siap 
pakai pegawai  konsisten menjalankan prinsip 
kehati-hatian?  




Apakah  BPBD Kab. Butur  selalu mengenal 
penerima dana siap pakai dengan baik?  









 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Independensi 1 60 0 1 ,95 ,220 
Independensi 2 60 0 1 ,93 ,252 
Independensi 3 60 0 1 ,93 ,252 
Kompetensi 1 60 0 1 ,93 ,252 
Kompetensi 2 60 0 1 ,95 ,220 
Kompetensi 3 60 0 1 ,95 ,220 
Kompetensi 4 60 0 1 ,93 ,252 
Ruang Lingkup 1 60 0 1 ,93 ,252 
Ruang Lingkup 2 60 0 1 ,95 ,220 
Ruang Lingkup 3 60 0 1 ,92 ,279 
Ruang Lingkup 4 60 0 1 ,93 ,252 
Ruang Lingkup 5 60 0 1 ,95 ,220 
Ruang Lingkup 6 60 0 1 ,95 ,220 
Ruang Lingkup 7 60 0 1 ,95 ,220 
Ruang Lingkup 8 60 0 1 ,93 ,252 
Penilaian Risiko 1 60 0 1 ,93 ,252 
Penilaian Risiko 2 60 0 1 ,93 ,252 
Penilaian Risiko 3 60 0 1 ,92 ,279 
Penilaian Risiko 4 60 0 1 ,93 ,252 
Penilaian Risiko 5 60 0 1 ,93 ,252 
Penilaian Risiko 6 60 0 1 ,93 ,252 
Aktivitas Pengendalian 1 60 0 1 ,93 ,252 
Aktivitas Pengendalian 2 60 0 1 ,93 ,252 
Aktivitas Pengendalian 3 60 0 1 ,92 ,279 
Aktivitas Pengendalian 4 60 0 1 ,93 ,252 
Aktivitas Pengendalian 5 60 0 1 ,93 ,252 
Aktivitas Pengendalian 6 60 0 1 ,93 ,252 
Informasi dan Komunikasi 1 60 1 1 1,00 ,000 
Informasi dan Komunikasi 2 60 0 1 ,93 ,252 
Informasi dan Komunikasi 3 60 0 1 ,93 ,252 
Pemantauan 1 60 0 1 ,93 ,252 
Pemantauan 2 60 0 1 ,93 ,252 
Pemantauan 3 60 0 1 ,93 ,252 






































































































































































































































































1 1,000** ,042 1,000** ,944** 1,000** ,980** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,749 ,000 ,000 ,000 ,000 









1,000** 1 ,042 1,000** ,944** 1,000** ,980** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,749 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 
Efektivitas 
Pemberian Dana 
Siap Pakai 1 
Pearson 
Correlation 
,042 ,042 1 ,042 ,063 ,042 ,228 
Sig. (2-tailed) ,749 ,749  ,749 ,635 ,749 ,079 
N 60 60 60 60 60 60 60 
Efektivitas 
Pemberian Dana 
Siap Pakai 2 
Pearson 
Correlation 
1,000** 1,000** ,042 1 ,944** 1,000** ,980** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,749  ,000 ,000 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 
Efektivitas 
Pemberian Dana 
Siap Pakai 3 
Pearson 
Correlation 
,944** ,944** ,063 ,944** 1 ,944** ,950** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,635 ,000  ,000 ,000 
N 60 60 60 60 60 60 60 
Efektivitas 
Pemberian Dana 
Siap Pakai 4 
Pearson 
Correlation 
1,000** 1,000** ,042 1,000** ,944** 1 ,980** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,749 ,000 ,000  ,000 




,980** ,980** ,228 ,980** ,950** ,980** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,079 ,000 ,000 ,000  
N 60 60 60 60 60 60 60 





Lampiran 5 Hasil Uji Reliabiliti (Cronbach Alpha) Melalui Aplikasi SPSS V.20 
 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 60 75,0 
Excludeda 20 25,0 
Total 80 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 




N of Items 
,809 ,947 7 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Ketaatan Pada Hukum Dan 
Pemberian Dana Bencana Atas 
Dana Siap Pakai 1 
4,8167 ,39020 60 
Ketaatan Pada Hukum Dan 
Pemberian Dana Bencana Atas 
Dana Siap Pakai 2 
4,8167 ,39020 60 
Efektivitas Pemberian Dana 
Siap Pakai 1 
4,8500 ,36008 60 
Efektivitas Pemberian Dana 
Siap Pakai 2 
4,8167 ,39020 60 
Efektivitas Pemberian Dana 
Siap Pakai 3 
4,8333 ,37582 60 
Efektivitas Pemberian Dana 
Siap Pakai 4 
4,8167 ,39020 60 
Y_Total 28,9500 1,96947 60 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
























a. Dependent Variable: Mean_Y 




Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,418a ,175 ,081 ,75487 
a. Predictors: (Constant), Pemantauan, Kompetensi, Informasi_Komunikasi, 




Model Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 6,399 6 1,067 1,872 ,103b 
Residual 30,201 53 ,570 
  
Total 36,600 59 
   
a. Dependent Variable: Mean_Y 

















B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 4,307 1,176  3,662 ,001 
Independensi 1,087 ,538 ,473 2,020 ,048 
Kompetensi -,211 ,234 -,122 -,901 ,372 
Ruang_Lingkup -,373 ,256 -,472 -1,457 ,151 
Aktivitas_Pengendalia
n 
-,405 ,371 -,513 -1,092 ,280 
Informasi_Komunikasi ,550 ,403 ,352 1,367 ,177 
Pemantauan ,426 ,625 ,273 ,682 ,498 









1 Penilaian_Risiko .b . . . ,000 
a. Dependent Variable: Mean_Y 
b. Predictors in the Model: (Constant), Pemantauan, Kompetensi, Informasi_Komunikasi, 
Independensi, Ruang_Lingkup, Aktivitas_Pengendalian 
 
 
 
